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ebijaksanaan memiliki orientasi guna menyelesaikan
masalah tertentu pada satu wilayah dan kurun waktu
tertenty. Dalam proses kebijaksanaan hendaknya
dipertimbangkan segala sumber dana dan sumber
daya lingkungan serta dipertimbangkan pula sarana
yuridis pemerintahan, sehingga bila mengalami kendala dalam
pelaksanaannya akan segera memperoleh solusi. Kebijaksanaan
publik bersifat mengikat bagi warga negara yang berarti setiap
pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Hubungan penatagunaan tanah dengan penataan ruang, yakni
penataan tanah merupakan subsistem dari penalaan ruang yang
harue disusun dalam wujud suatu neraca atau suatu dokumen
tertulis yang dilengkapi peta spasial eksisting (berwujud) yang
substansinya memuat ketersediaan sumber daya tanah maupun
sumber daya lainnya dibandingkan dengan kebutuhan sumber
daya tanah baik perorangan, badan hukum maupun pemerintah
dan/ alau pemerintah daerah. Tentu saja dipersyaratkan adanya
pembakuan standar pengumpulan, penyajian, analisis maupun
perubahan data sebagai bahan utama penyusunan neraca
penatagunaan tanah.

Hagil karya yang berkualitas ini menguraikan dengan detail
mengenai aspek kebijaksanaan, hukum penatagunaan tanah dan
penataan ruang meliputi kebijakan (konsepsi, orientasi, dan
karakteristik); konsepsi dan arah kebijakan pertanahan; hukum
dalam konteks peruubahan sosial; landasan dan pola penerapan
kebijaksanaan tata guna tanah; kebijaksanaan manajemen tanah
perkolaan sebuah keniscayaan; epilog sisi kefilsafatan dan teori
hukum pengaturan penataan ruang; serta dilengkapi dengan
peragaan dan tabel.
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